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KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

. bahwa untuk pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan pada Pusdikiat

Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2008, perlu
dibentuk Tim Penyusun Kurikulum dan Silabus;

. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini memenuhi

syarat dan dianggap cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor : 169. Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3890);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8. Tambahan
Lembaran Negara Nomor : 4358)

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undgng-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379);



Menetapkan

Pertama
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5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 4380);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan

Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan

Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke

Mahkamah Agung; -

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004
tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dary Finansial
Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar
Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

10.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/018/SK/III/
2006, tanggal 14 Maret 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

11.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : MA/SEK/07/
SK/1/2006, tanggal 13 Maret 2008, tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

® N

MEMUTUSKAN

: Membentuk Tim Penyusun Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan

Pelatihan Calon Hakim, Pelatihan Hakim berkelanjutan dan tenaga
tehnis lainnya pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan
Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan dengan susunan
sebagai berikut :

Penasehat : 1. Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL
2. Marianna Sutadi, SH.
3. Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH.
4. Drs. H. Akhmad Kamil, SH., M Hum
Pelindung : Drs. H.M. Rum Nessa, SH., MH.
Penanggung Jawab : H. Anwar Usman, SH., MH.
Ketua : DR. H. Supandi, SH., M.Hum
Sekretaris . Sumarni Marzuki, SH., MH.
Staf Sekretariat - 1. Suwoto, SH., M.Pd

2. Musiran, SH.
3. Wiwik Windarwati, SH.MM
4. Endang Suryadi, S.Sos
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5.  Sri Amilianti, SH.MH

6. Pardi ‘

7. Dhiono Ngadino

8. Imanuella Lesilolo, SE.
9. Marwanto

10 Andre Tatengkeng

11. Teguh Setyawan, SH.

12. Henry Setiawan, A.Md
13. Nya Hamdani

No. Nama Jabatan Penugasan Dalam Tim
I TIM PERDATA .
1. H. Atja Sondjaja, SH Hakim Agung MA-RI Koordinator
2. | DR. Susanti Adi Nugroho, Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
SH.,MH.
3. Prof. Rehngena Purba, SH., | Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
MS ¥
4. Prof. Dr. Valerine J.LK., Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
SH., MA.
Or. H. Abdurrahman, SH., MH. | Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
M. Hatta Ali, SH.,MH. Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
Ansyahrul, SH., M.Hum Kepala Badan Nara Sumber
Pengawasan MA-R|
8. | IG. Agung Sumanatha, SH. | Sekretaris Badan Litbang Nara Sumber
Diklat Kumdil MA-RI
9. Soeparno, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Nara Sumber
DKI Jakarta
10. | Ors. Panusunan Harahap, | Wakil Ketua Pengadilan Nara Sumber
SH., MH. Negeri Jakata Pusat
11. | Edward Harris Sinaga, SH., | Hakim Yustisial pada Sekretaris
MH. Mahkamah Agung RI
fl. TIM PIDANA
1. | DR. H. Parman Ketua Muda Pidana Koordinator
Soeparman, SH. MH. MA-RI
2. | Iskandar Kamil, SH Ketua Muda Pidana Nara Sumber
Khusus MA-RI
3. | H. Djoko Sarwoko, SH., MH [ Ketua Muda Pengawasan | Nara Sumber
MA-RI
4. | M. Bahaudin Qaudry, SH Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
5. Moegihardjo, SH. Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
6. | Prof. DR.H. Kaimuddin Salle, | Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
SH.,MH.
7. | DR. Aridjo Alkostar, SH.,MH. | Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
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8. M.D. Pasaribu, SH.,M.Hum. | Panitera Muda Pidana Nara Sumber
Umum MA-R!
9. Siti Nurjanah, SH., MH. Direktur Pembinaan Sekretaris
Tenaga Tehnis Peradilan
Umum MA-RI
M. TIM PIDANA KHUSUS
1. | iskandar Kamil, SH. Ketua Muda Pidana Koordinator
Khusus
2. | Djoko Sarwoko, SH., MH. | Ketua Muda Nara Sumber
Pengawasan MA-RI|
3. H. Atja Sondjaja, SH Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
4. M. Bahaudin Qaudry, SH. Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
5. Moegihardjo, SH. Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
6. Suhadi, SH., MH. Panitera Muda Pidana Nara Sumber
Khusus MA-RI
7. | Mien Trisnawati, SH., MH. | Hakim Yustisial pada Sekretaris
Mahkamah Agung RI
Iv. TIM PERDATA AGAMA
1. Drs. H.Andi Syamsu Ketua Muda Agama Koordinator
Alam, SH.,MH. MA-RI
2. Prof. Dr. H. AbZul Manan, Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
SH.,S.Ip.,M.Hum,
3. Drs. H. Habiburrahman, Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
M.Hum
4. | Prof. Dr. H. Ahmad Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
Sukardja, SH
5. | DR. Rifyal Ka'bah, MA Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
6. Prof. Dr. H.M, Hakim Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
Nyak Pha, SH., DEA
7. Drs. H. Wahyu Widiana, MA | Direkiur Jenderal Badan Nara Sumber
Peradilan Agama MA-RI
8. | Drs. H. Nawawi Ali, SH. | Ketua Pengadilan Nara Sumber
Tinggi Agama Jakarta
9. Drs. H. Djayusman MS., SH. | KepalaPusdiklat Nara Sumber
Manajemen dan
Kepemimpinan MA-RI
10. | Drs. Zuffran Sabrie, MH. Direktur Pembinaan Nara Sumber
Tenaga Tehnis Peradilan
Agama MA-RI N
11. | DR. HM. Arsyad Mawardi, Ketua Pengadilan Agama | Nara Sumber
SH.,M.Hum Jakarta Pusat
12. | Drs. H.M. Said Munji, Hakim Tinggi pada Badan Nara Sumber

SH.MH.

Litbang Diklat Kumdil MA-RI




13. | Drs. Sayed Usman, SH., Hakim Tinggi pada Badan Sekretaris
MH. Litbang Diklat Kumdil MA-RI
V. TIM TATA USAHA NEGARA
1. | Prof. DR. Paulus Effendie | Ketua Muda TUN MA-RI | Koordinator
Lotulung, SH
H. Imam Soebechi, SH.MH. | Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
Sonson Basar, SH. Direktur Jenderal Badan Nara Sur;ber
Peradilan Militer dan TUN
MA-RI
4. | Satri Rus'ad, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Nara Sumber
TUN Jakarta
5. DR. H. Supandi, SH.M.Hum | Kepala Pusdiklat Teknis Nara Sumber
Peradilan MA-RI
6. Kadar Slamet, SH.,M.Hum Ketua Pengadilan TUN Nara Sumber
Jakarta
7. DR. Irfan Fachruddin, SH. Hakim Tinggi pada Badan Sekretaris
Litbang Diklat Kumdil MA-RI
VI, TIM PIDANA MILITER
1. | German Hoediarto, SH Ketua Muda Militer MA- | Koordinator
RI
2. | Iskandar Kamil, SH. Ketua Muda Pidana Nara Sumber
Khusus
3. | Timur P. Manurung, Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
SH..MM.
4. Sonson Basar, SH. Direktur Jenderal Badan Nara Sumber
Peradilan Militer dan TUN
MA-RI
5, Suhadi, SH., MH. Panitera Muda Pidana Nara Sumber
Khusus MA-RI
6. | Brigjen. TNI. Haryanto, Kepala Pengadilan Nara Sumber
SH., MH. Militer Utama
7. | Kol. Chk. Drs. Burhan Kepala Pengadilan Nara Sumber
Dahlan, SH (Pgs) Militer Tinggi Il Jakarta
8. H. Sarman Mulyana, SH. Direktur Pranata dan Tata | Sekretaris
Laksana Perkara Pidana
Militer MA-RI
Vil, TIM PERDATA NIAGA
1. H. Abdu! Kadir Mappong, SH.| Ketua Muda Perdata Niaga | Koordinator
H. Atja Sondjaja, SH Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
Prof. DR. Mieke Komar, Hakim Agung MA-RI Nara Sumber
SH..MCL.
4. [.G. Agung Sumanatha, SH. | Sekretaris Badan Litbang Nara Sumber

Diklat Kumdil MA-RI




Kedua

Ketiga
Keempat

Kelima
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5. H. Parwoto Wignyosumarto, | Hakim Tinggi Pengadilan Nara Sumber
SH. Tinggi Jakarta
6. Hj. Andriani Nurdin, SH., Ketua Pengadilan Negeri Nara Sumber
MH. Jakarta Pusat
7. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH. | Hakim Yustisial pada Sekretaris
MA-RI
VIIl. | TIM KEPANITERAAN DAN JURUSITA
1. Sareh Wiyono, SH., MH. Panitera MA-RI Koordina'sr
2. H.R. Anton Surya Suyatno, | Sekretaris Kepaniteraan Nara Sumber
SH., MH. MA-RI
3. Muh, Daming Sunusi, SH., Panitera Muda Perdata Nara Sumber
MH. MA-RI
4, Drs. Hasan Bisri SH., Panitera Muda Perdata Nara Sumber
M.Hum Agama MA-RI
Ashadi, SH. Panitera Muda TUN MA-RI | Nara Sumber
Kol. (Purn.) Reflinar Panitera Muda Militer MA- | Nara Sumber
Nurman, SH. RI
7. H. Sunarto, SH.,MH. Hakim Tinggi pada Badan | Nara Sumber
Pengawasan MARI
8. Mawardi Amin, SH., M.Hi Hakim Tinggi pada Badan Sekretaris
Litbang Diklat Kumdil MA-R!

: Tim bertugas unti:k menyiapkan Kurikulum dan Silabus pada setiap

kegiatan Pendidikan atau Pelatihan yang akan dilaksanakan oleh
Pusdiklat sesuai dengan Lingkungan Peradilan masing-masing;

. Koordinator bertugas menyiapkan kurikulum dan silabus untuk kegiatan

Pendidikan atau Pelatihan pada masing-masing Lingkungan Peradilan;

: Segala biaya dibebankan pada DIPA Badan Litbang Diklat Mahkamah

Agung Rl Tahun Anggaran 2008;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth. :
Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
Panitera Mahkamah Agung RI;

Sekretaris Mahkamah Agung RI;

Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI;
Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
Kepala Biro Umum Mahkamah Agung R;

b. Pertinggal.

1
2
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5. Para Direktur Jenderal Mahkamah Agung RI;
6

7
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PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

o
Ditetapkandi : Jakarta
Pada tanggal : 29 Januari 2008




